
WALIKOTA PALANGKA RAYA 
P E R A T U R A N WALIKOTA PALANGKA RAYA 

NOMOR 13 TAHUN 2018 

TENTANG 

P E R U B A H A N ATAS P E R A T U R A N WALIKOTA PALANGKA RAYA 
NOMOR 17 TAHUN 2016 T E N T A N G PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

WALIKOTA PALANGKA RAYA, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemer intahan yang baik, 
berdaya guna, berhasi l guna, bersih dan bertanggung j awab 
d iper lukan adanya suatu pengawasan internal terhadap 
Lembaga, perlu d i l akukan penyempurnaan Peraturan 
Wal ikota Pa langka Raya Nomor 17 T a h u n 2016 tentang 
Piagam Pengawasan Internal 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d imaksud 
dalam h u r u f a, perlu menetapkan Peraturan Wal ikota 
Pa langka Raya tentang Perubahan Atas Peraturan Wal ikota 
Pa langka R a y a Nomor 17 t ahun 2016 tentang Piagam 
Pengawasan Internal ; 

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 T a h u n 1965 tentang Pembentukan 
Kotapradja Pa langka Raya (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 2753) ; 

2. Undang-Undang Nomor 30 T a h u n 2002 tentang Komis i 
Pemberantasan T indak P idana Korups i (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4250) ; 

3 . Undang-Undang Republ ik Indonesia Nomor 17 T a h u n 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2004 Nomor 47 , T a m b a h a n Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 4286) ; 

4. Undang-Undang Republ ik Indonesia Nomor 1 T a h u n 2004 
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 4355) ; 

5. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2 0 1 1 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2011 Nomor 82 , 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
5234) ; 



6. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah d iubah 
beberapa ka l i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
T a h u n 2015 tentang Perubahan kedua a tas Undang-Undang 
Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemer intahan Daerah 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
5679) ; 

7. Undang-Undang Nomor 30 T a h u n 2014 tentang Admin is t ras i 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 
2014 Nomor 292 , Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5601) ; 

8. Peraturan Pemenntah Nomor 60 T a h u n 2008 tentang S is tem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 4890) ; 

9. Peraturan Presiden Nomor 29 T a h u n 2014 tentang S is tem 
Akuntab i l i tas K iner ja Ins tans i Pemerintah; 

10. Peraturan Presiden Nomor 87 T a h u n 2014 Tentang Peraturan 
Pe laksana Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2014 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 199) 

1 1 . Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 23 T a h u n 2007 
Tentang Pedoman T a t a C a r a Pengawasan Atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 25 T a h u n 2007 
Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat D i 
L ingkungan Departemen Da lam Negeri Dan Pemerintah 
Daerah; 

13. Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 28 T a h u n 2007 
Tentang Norma Pengawasan Dan Kode E t i k Pejabat Pengawas 
Pemerintah Dengan Rahmat T u h a n Yang Maha E s a ; 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode E t i k Apara tur 
Pengawasan Intern Pemerintah; 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
PER/05/M.PAN/04/2008 tentang S tandar Audit Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah; 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 
T a h u n 2009 tentang Pedoman U m u m Pe laksanaan, 
Pemantauan, Eva luas i dan Pelaporan T indak Lanjut Has i l 
Pengawasan Fungsional ; 

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
19 T a h u n 2009 tentang Pedoman Kendal i Mutu Audit Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah; 



18. Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 8 T a h u n 2009 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Da lam Negeri 
Nomor 23 T a h u n 2007 Tentang Pedoman T a t a C a r a 
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemer intahan Daerah; 

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
53 T a h u n 2014 Tentang Petunjuk Tekn i s Perjanjian Kiner ja , 
Pelaporan Kiner ja dan Ta ta C a r a Reviu atas Laporan K iner ja 
Ins tans i Pemerintah; 

20. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 T a h u n 2017 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2017 Nomor 
73 , Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
6041) ; 

2 1 . Peraturan Daerah Kota Pa langka R a y a Nomor 11 T a h u n 2016 
tentang Pembentukan dan S u s u n a n Perangkat Daerah Kota 
Pa langka R a y a (Lembaran Daerah Kota Pa langka R a y a T a h u n 
2016 Nomor 11 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Pa langka 
Raya Nomor 4); 

22 . Peraturan Wal ikota Pa langka Raya Nomor 25 T a h u n 2017 
tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah Kota Pa langka 
R a y a (Ber i ta Daerah Kota Pa langka R a y a T a h u n 2017 Nomor 
25 , Tambahan Ber i ta Daerah Kota Pa langka R a y a Nomor 1); 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG 
P E R U B A H A N ATAS P E R A T U R A N WALIKOTA PALANGKA RAYA 
NOMOR 17 TAHUN 2016 T E N T A N G PIAGAM PENGAWASAN 
INTERNAL 

Pasa l I 

Ketentuan Pasa l 2 Peraturan Wal ikota Pa langka Raya Nomor 17 T a h u n 2016 (Ber i ta 
Daerah Kota Pa langka Raya T a h u n 2015 Nomor 17) mengenai Piagam Pengawasan 
Internal d iubah sebagaimana ditetapkan pada Lampi ran , yang merupakan bagian 
yang t idak terp isahkan dar i Peraturan Wal ikota in i . 

Pasa l I I 

Peraturan Wal ikota Pa langka Raya in i mu la i ber laku pada tanggal d iundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memer intahkan pengundangan Peraturan 
Wal ikota Pa langka Raya in i dengan penempatannya da lam Ber i t a Daerah Kota 
Pa langka Raya . 

Ditetapkan di Pa langka R a y a 
pada tanggal 20 Agustus 2018 



Diundangkan di Palangka R a y a 
pada tanggal 20 Agustus 2018 



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA 
INSPEKTORAT KOTA 

Alamat: Jalan Tjilik Riwut No. 98 Telp./Fax. (0536) 3231463 

PALANGKA RAYA 73112 

P I A G A M P E N G A W A S A N I N T E R N 

Pengawasan Intern adalah se luruh proses kegiatan audit , rev iu, eva luas i , 

pemantauan, dan kegiatan pengawasan la in terhadap penyelenggaraan tugas 

dan fungsi organisasi da lam rangka member ikan keyak inan yang memadai 

bahwa kegiatan telah d i l aksanakan sesua i dengan tolok u k u r yang telah 

ditetapkan secara efektif dan efisien u n t u k kepentingan p impinan da lam 

mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 

Inspektorat Kota Pa langka raya ada lah Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah yang dibentuk dengan tugas me laksanakan pengawasan intern di 

l ingkungan Pemerintah Kota Pa langka Raya . 

Inspektorat Kota Pa langka R a y a memi l ik i kewenangan u n t u k mengakses 

se luruh informasi , s istem informasi , catatan, dokumentasi , aset, dan personil 

pada ins tans i/sa tuan ker ja di l ingkup Pemerintah Daerah Kota Pa langka R a y a 

yang d iper lukan sehubungan dengan pe laksanaan tugas pokok dan fungsi 

pengawasan intern serta kewenangan la in sebagaimana tercantum dalam 

lampiran piagam in i ; 

Pasa l 4, Peraturan Pemerintah Nomor 60 T a h u n 2008 , tantang S is tem 

Pengendalian Intern Pemerintah an ta ra la in menyatakan bahwa P impinan 

Ins tans i Pemerintah wajib menc iptakan dan memel ihara L ingkungan 

Pengendalian yang baik mela lu i : 

1) penegakan integritas dan ni la i et ika; 

2) komitmen terhadap kompetensi; 

3) kepemimpinan yang kondusif ; 

4) pembentukan s t ruk tur organisasi yang sesua i dengan kebutuhan ; 

5) pendelegasian wewenang dan tanggung j awab yang tepat; 

6) p enyusunan dan penerapan kebi jakan yang sehat tentang pembinaan sumber 

daya manus i a ; 

7) mewujudkan peran APIP yang efektif; 

8) hubungan ker ja yang baik dengan Ins tans i Pemerintah terkait. 



Dalam meja lankan fungsinya Inspektorat Kota Pa langka R a y a dapat 

bekerja s a m a dengan p ihak l a innya yang dianggap relevan dan kompeten u n t u k 

mendukung kegiatan pengawasan. 

Piagam Pengawasan Intern mu la i ber laku sejak tanggal ditetapkan dan 

apabi la d iper lukan m a k a a k a n d i l akukan perubahan dan/atau penyempurnaan 

guna menjamin kese larasan dengan prakt ik -prakt ik terbaik di bidang 

pengawasan, perubahan l ingkungan organisasi , dan perkembangan prakt ik-

prakt ik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. 

Ditetapkan di Pa langka R a y a 
pada tanggal 

D i s a h k a n Oleh : 



Lampiran Piagam Pengawasan Intern 

PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN 

INSPEKTORAT K O T A PALANGKA RAYA 

1. PENDAHULUAN 

1) Piagam Pengawasan Intern (Internal Audit Charter) m e r u p a k a n dokumen formal 

yang menya takan tu juan , wewenang, dan tanggung j awab kegiatan pengawasan 

intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. 

2) Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen dar i pa ra 

pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap art i pent ingnya fungsi 

pengawasan intern atas penyelenggaraan pemer intahan di l ingkungan 

pemer intah daerah. 

3) Aparat Pengawasan Intern Pemer intah (APIP) ada lah ins tans i pemer intah yang 

d ibentuk dengan tugas m e l a k s a n a k a n pengawasan intern di l ingkungan 

pemer intah pusa t dan/atau pemer intah daerah, yang terdiri dar i B a d a n 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) , Inspektorat J ende ra l 

Kementer ian, Inspektorat/uni t pengawasan intern pada Kementer ian Negara, 

Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemer intah, Inspektorat/uni t 

pengawasan intern pada Kesekretar ia tan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga 

Negara, Inspektorat Prov ins i/Kabupaten/Kota , dan un i t pengawasan intern pada 

B a d a n H u k u m Pemer intah l a innya sesua i dengan peraturan perundang-

undangan . 

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT K O T A PALANGKA RAYA 

1) Inspektorat Kota Pa langka R a y a merupakan un i t ker ja yang dalam pe laksanaan 

tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung j awab langsung kepada 

Pemer intah Daerah Kota Pa langka Raya . 

2) S t r u k t u r dan k e d u d u k a n Inspektorat Kota Pa langka R a y a ada lah sebagai 

ber ikut : 

a. S t r u k t u r organisasi Inspektorat Kota Pa langka R a y a h a r u s dibentuk sesua i 

k e b u t u h a n u n t u k me l aksanakan beban ker ja; 

b. Inspektorat Kota Pa langka R a y a dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai 

Kepa la Uni t APIP; 

c. Inspektur Kota Pa langka R a y a diangkat d a n d iberhent ikan oleh pejabat 

pembina kepegawaian sesua i dengan pera turan perundang-undangan 

tentang pengangkatan dan pemberhent ian PNS; 

d. Inspektur Kota Pa langka R a y a bertanggung j awab kepada Wal ikota 

Pa langka Raya ; 

e. D a l a m rangka me l aksanakan tugas-tugas pengawasan Inspektur d iber ikan 

kewenangan u n t u k menetapkan S u r a t Per intah Tugas ; 



f. Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah yang duduk dalam Inspektorat 

Kota Palangka Raya bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur 

Kota Palangka Raya. 

3. V IS I DAN MISI I N S P E K T O R A T K O T A PALANGKA RAYA 

1) Visi Inspektorat Kota Palangka Raya adalah adalah "Mendorong Terwujudnya 

Penyelenggaraan Pemerintah Kota Yang Efektif, Efisien, Bersih dan 

Bertanggung Jawab Dalam Melaksanaan Otonomi Daerah Melalui Pengawasan 

Yang Profesional". 

2) Misi Inspektorat Kota Palangka Raya adalah: 

a. Memberikan kontribusi bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik, 

bersih dan bertanggung jawab. 

b. Meningkatkan pelayanan publik melalui penanganan pengaduan 

masyarakat. 

c. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dan tindak lanjut. 

d. Meningkatkan sinergi antara sesama Aparat Fungsional Pemerintah. 

e. Menciptakan Aparatur Pengawasan yang Profesional. 

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT K O T A PALANGKA RAYA 

Tugas pokok Inspektorat Kota Palangka Raya adalah melaksanakan pengawasan 

terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya 

meliputi: 

a. Perencanaan program pengawasan; 

b. Perencanaan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan 

c. Penelitian, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. 

Supaya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya 

dengan efektif, harus menjalankan fungsi: 

a. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu; 

b. Pengujian terhadap laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari unit/Satuan 

Organisasi Perangkat Daerah; 

c. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya 

penyimpangan, korupsi, kolusi, nepotisme; 

d. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan 

kegiatan; 

e. Reviu atas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah; 

f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah; 

g. Kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas 

(kegiatan consulting), antara lain konsultansi, sosialisasi, dan asistensi. 



5. KEWENANGAN INSPEKTORAT K O T A PALANGKA RAYA 

U n t u k dapat memenuhi tu juan dan l ingkup pengawasan intern secara memadai , 

Inspektorat Kota Pa langka R a y a memi l ik i kewenangan u n t u k : 

a. Mengakses s e lu ruh informasi , s istem informasi , ca tatan, dokumentasi ,aset , 

dan personi l yang d iper lukan sehubungan dengan pe laksanaan fungsi 

pengawasan intern; 

b. Me l akukan k o m u n i k a s i s ecara langsung dengan pejabat pada s a t u a n ker ja 

yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai la in yang d iper lukan da lam 

rangka pe laksanaan pengawasan; 

c. Memi l ik i wewenang u n t u k menyampa ikan laporan d a n m e l a k u k a n konsu l tas i 

dengan Wal ikota dan berkoordinasi dengan p impinan la innya ; 

d. Me l akukan koordinasi keg iatannya dengan kegiatan Auditor/P2UPD eksterna l ; 

e. Mengalokas ikan sumber daya Inspektorat Kota Pa langka R a y a ser ta 

menetapkan f rekuensi , objek, dan l ingkup pengawasan intern; 

f. Menerapkan tekn ik- tekn ik yang d iper lukan u n t u k memenuhi tu juan 

pengawasan intern; 

g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/a tau as is tens i yang d iper lukan , baik 

yang berasa l dar i internal m a u p u n eks terna l Pemer intah Daerah Kota Pa langka 

R a y a dalam rangka pe laksanaan fungsi pengawasan intern. 

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA 

Da lam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kota Pa langka R a y a 

bertanggung j awab u n t u k : 

a. S eca ra terus menerus mengembangkan dan men ingkatkan profesionalisme 

APIP, kua l i t a s proses pengawasan, dan kua l i t a s h a s i l pengawasan dengan 

mengacu kepada standar audi t yang ber laku ; 

b. Menyusun , mengembangkan, dan me l aksanakan Program Ker ja Pengawasan 

T a h u n a n (PKPT) yang pedul i risiko, k h u s u s n y a da lam h a l penentuan s k a l a 

pr ior i tas d a n s a s a r a n pengawasan dengan mempert imbangkan ketersediaan 

sumber daya pengawasan; 

c. Menjamin k e c u k u p a n dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga 

dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal; 

d. Me l akukan pemantauan t indak lanjut has i l pengawasan; 

e. Menyampa ikan laporan has i l pengawasan dan laporan berka la akt iv i tas 

pe l aksanaan fungsi pengawasan intern kepada Wal ikota Pa langka Raya . 

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN I N S P E K T O R A T K O T A 

PALANGKA RAYA 

T u j u a n penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kota Pa langka R a y a 

ada lah u n t u k member ikan n i la i t ambah bagi pencapaian tu juan dan sasa ran , 

ya i tu : 



a) Meningkatnya ketaatan terhadap pera turan, kehematan, efisiensi, dan 

efektivitas pencapaian tu juan dan s a s a r a n penyelenggaraan tugas dan fungsi 

pemer intah daerah; 

b) Meningkatnya efektivitas manajemen r is iko da lam penyelenggaraan tugas dan 

fungsi Pemer intah Daerah . 

c) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas d a n fungsi Pemer intah 

Daerah) yang bers ih dan bebas dar i p rak t ik -prak t ik Korups i , Ko lus i , dan 

Nepotisme (KKN). 

U n t u k dapat mencapa i tu juan fungsi pengawasan intern tersebut di a tas , m a k a 

ruang l ingkup pengawasan Inspektorat Kota Pa langka R a y a mel iputi : 

A. Me l aksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap S a t u a n Organisas i 

Perangkat Daerah/ Uni t Ker ja/ Unit Ker ja Ins tans i Ver t ika l/ Ins tans i Ver t ika l 

Ad Hoc, mel iput i : 

1. Audit keuangan dan audi t k ine r ja terhadap S a t u a n Organisas i Perangkat 

Daerah/Uni t Ker ja/ Uni t Ker ja Ins tans i Ver t ika l/ Ins tans i Ver t ika l Ad Hoc 

yang mener ima D a n a Hibah bersumber dar i A P B D ; 

2. Rev iu Laporan Keuangan Pemer intah Daerah ; 

3 . Rev iu R e n c a n a Ker ja Anggaran S a t u a n Organisas i Perangkat Daerah ; 

4. Rev iu Laporan Kiner ja Pemer intah Daerah ; 

5. Rev iu/ S inkron i sas i R P J M D ; 

6. E v a l u a s i Laporan K iner ja Ins tans i Pemer intah S a t u a n Organisas i Perangkat 

Dae rah/ Uni t Ker ja ; 

7. E v a l u a s i S is tem Pengendalian Interna l S a t u a n Organisas i Perangkat 

Daerah/Uni t Ker ja ; 

8. Pengawasan dan Audit D a n a Trans fer Pusat ke Daerah ; 

9. Pengaduan masyaraka t dan audi t/pemer iksaan dengan tu juan tertentu. 

10. Pembinaan d a n pengawasan terpadu dengan Inspektorat Kementer ian/ 

Prov ins i/ Lembaga Pemer intah Non Kementer ian a t au B P K P 

1 1 . Pendampingan, konsu l tans i , sos ia l i sas i , dan as is tens i , dan 

12. Kewenangan pengawasan l a in be rasa rkan ke tentuan pe ra turan perundang-

undangan . 

B . Pembinaan dan pengawasan da lam rangka percepatan menu ju good 

governance, clean government, dan pe layanan publ ik . 

1. Mengawas reformasi b i rokras i me la lu i kegiatan: 

a . Peni la ian Mandir i Pe laksanaan Reformasi B i r ok ras i (PMPRB) ; 

b. E v a l u a s i periodik pe laksanaan reformasi b i rokras i ; 

c. Pembangunan zona integritas; 

d. Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemer intah (APIP). 

2. Pemantauan pe laksanaan Pera turan Presiden Nomor 55 T a h u n 2012 

tentang Strategi Nasional Pencegahan d a n Pemberantasan Korups i J a n g k a 

Panjang T a h u n 2012 s.d. 2 0 2 5 ser ta pera turan perundang-undangan 

t indak lan ju tnya ; 



3. Pengawasan atas pengelolaan anggaran pendidikan; 

4. Penguatan sistem pengendalian in terna l ;Pemantauan t indak lanjut h a s i l 

pengawasan; 

5. Pemantauan perkembangan indikator k iner ja ; 

6. E v a l u a s i perkembangan k iner ja periodik (setiap t r iwulan) . 

C. Penunjang pembinaan dan pengawasan 

1. P e n y u s u n a n petunjuk tekn is d i bidang pegawasan; 

2. Koord inas i pembinaan dan pengawasan; 

3 . Pemantauan dan akt iv i tas pengawasan l a innya yang berupa as is tens i , 

sos ia l i sas i , dan konsu l tas i terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Pemer intah Daerah. 

8. K O D E E T I K DAN STANDAR AUDIT APIP 

Piagam Audit Intern mensya ra tkan b a h w a Audi tor/P2UPD da lam m e l a k s a n a k a n 

peker jaannya h a r u s senant iasa mengacu pada S tandar Audi t dan Kode E t i k 

sebagaimana d ia tur da lam Kepu tusan Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asos ias i 

Auditor Intern Pemer intah Indonesia (AAIPI) Nomor :KEP .005/AA IP I/DPN/2014 

Tentang Pember l akukan Kode E t i k Auditor Intern Pemer intah Indonesia, S tandar 

Audi t Intern Pemer intah Indonesia, dan Pedoman Te l aahan Sejawat Auditor Intern 

Pemer intah Indonesia, ser ta Pera turan Menteri D a l a m Negeri Nomor 28 T a h u n 

2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode E t i k Pejabat Pengawas Pemer intah. 

9. PERSYARATAN AUDITOR dan P2UPD YANG DUDUK DALAM UNIT APIP 

Persyara tan Auditor in tern yang duduk dalam un i t AP IP pal ing k u r a n g mel iput i : 

1) Memenuhi sert i f ikasi Auditor dan persyara tan tekn is l a innya s esua i pera turan 

perundang-undangan tentang J a b a t a n Fungs iona l Auditor; 

2) Memil ik i integritas dan pe r i l aku yang profesional, independen, j u j u r dan 

obyektif da lam pe laksanaan tugasnya ; 

3) Memil ik i pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audi t d a n d is ip l in i l m u 

l a in yang relevan dengan bidang tugasnya; 

4) Wajib mematuh i kode etik dan s tandar audi t APIP ; 

5) Wajib menjaga ke rahas i aan informasi terkait dengan pe laksanaan tugas dan 

tanggung j awab pengawasan intern kecua l i d iwaj ibkan be rdasarkan pe ra turan 

perundang-undangan; 

6) Memahami pr ins ip-pr ins ip ta ta kelola organisasi yang ba ik dan manajemen 

risiko; dan 

7) Bersed ia men ingkatkan pengetahuan, keah l i an dan k e m a m p u a n 

profesional ismenya secara terus-menerus . 



Persyara tan P2UPD yang duduk da lam Uni t AP IP pal ing k u r a n g mel iputi : 

1) Memenuhi sert i f ikasi P2UPD dan persyaratan teknis l a i n n y a sesua i pera turan 

perundang-undangan tentang J a b a t a n Fungs iona l P2UPD; 

2) Memil iki integritas dan per i laku yang profesional, independen, j u j u r , d a n 

obyektif da lam pe laksanaan tugasnya; 

3) Memil ik i pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audi t d a n d is ip l in i l m u 

l a in yang relevan dengan bidang tugasnya; 

4) Wajib mematuh i no rma pengawasan dan kode etik Pejabat Pengawas 

Pemerintah. 

5) Wajib menjaga ke rahas i aan informasi terkait dengan pe l aksanaan tugas dan 

tanggung j awab pengawasan intern kecua l i d iwaj ibkan be rdasarkan pe ra turan 

perundang-undangan; 

6) Memahami pr ins ip-pr ins ip tata kelola organisasi yang ba ik dan manajemen 

r is iko ; dan 

7) Bersed ia men ingkatkan pengetahuan, keah l i an dan k e m a m p u a n 

profesional ismenya secara terus-menerus . 

10. LA RANG AN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR DAN JABATAN 

P2UPD 

1) Auditor dan P2UPD t idak boleh terl ibat langsung m e l a k s a n a k a n operasional 

kegiatan yang diaudit a tau terlibat da lam kegiatan la in yang dapat mengganggu 

peni la ian independensi dan obyektivitas Auditor intern. 

2) Auditor dan P2UPD APIP t idak boleh merangkap j aba tan sebagai pejabat 

s t r u k t u r a l . 

1 1 . HUBUNGAN K E R J A DAN KOORDINASI 

U n t u k mewu judkan efektivitas dan efisiensi pe laksanaan fungsi pengawasan 

intern, Inspektorat Kota Pa langka R a y a per lu menja l in ke r j asama dan koordinas i 

dengan sa tuan ker ja (se laku objek pengawasan) ; Inspektorat Prov ins i Ka l imantan 

Tengah; Inspektorat J ende ra l Kementer ian D a l a m Negeri; Kementer ian 

Pendayagunaan Apara tur Negara dan Reformasi B i r ok ras i (se laku lembaga yang 

berwenang u n t u k m e r u m u s k a n keb i jakan nas ional di b idang pengawasan) ; B a d a n 

Pengawas Keuangan dan Pembangunan; aparat pengawasan eks te rn dan aparat 

penegak h u k u m . 

I N S P E K T O R A T K O T A PALANGKA RAYA DAN SATUAN K E R J A 

a. Da l am rangka pe laksanaan fungsi pengawasan intern, m a k a hubungan an ta ra 

Inspektorat Kota Pa langka R a y a dengan sa tuan ker ja ada lah hubungan 

kemi t raan an ta ra Auditor/P2UPD dan auditee a tau an ta ra konsu l t an dengan 

pener ima j a s a konsu l tas i . 



b. Da l am setiap penugasan (baik penugasan assurance m a u p u n konsul tas i ) , 

s a tuan ker ja h a r u s member ikan dan menya j ikan informasi yang re levan 

dengan ruang l ingkup penugasan. 

c. S a t u a n ker ja h a r u s men indak lan ju t i setiap rekomendas i audi t yang d iber ikan 

oleh Inspektorat Kota Pa langka R a y a dan melaporkan t indak lan jut beserta 

s ta tus a tas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kota Pa langka R a y a 

sesua i dengan prosedur yang ber laku. 

I N S P E K T O R A T K O T A PALANGKA RAYA DAN I N S P E K T O R A T PROVINSI 

KALIMANTAN TENGAH 

a. Berpar t i s ipas i da lam Rapat Koordinas i Pengawasan Daerah (Rakorwasda) yang 

diselenggarakan oleh Inspektorat Provinsi Ka l iman tan Tengah guna penyamaan 

persepsi mengenai keb i jakan pengawasan Daerah sinergi pengawasan nas iona l , 

dan mengurangi tumpang t indih pe laksanaan pengawasan. 

b. Berpar t i s ipas i da lam Rapat Koordinas i Pemutakh i ran data penyelesaian t indak 

lan jut yang diselenggarakan oleh Inspektorat Prov ins i Ka l iman tan Tengah 

guna mempercepat penyelesaian t indak lanjut setiap t r iwu lan . 

c. Koordinas i pelaporan, ba ik yang bersifat laporan periodik m a u p u n laporan 

h a s i l pengawasan. 

I N S P E K T O R A T K O T A PALANGKA RAYA DAN I N S P E K T O R A T J E N D E R A L 

K E M E N T E R I A N DALAM N E G E R I . 

a. Inspektorat Kota Pa langka R a y a wajib menggunakan keb i jakan d a n pera turan-

pera turan di bidang pengawasan yang d ike lua rkan oleh Kementer ian Da lam 

Negeri da lam menen tukan a r a h keb i jakan dan program pengawasan 

Inspektorat Kota Pa langka Raya . 

b. Berpar t i s ipas i da lam Rapat Koordinas i Pengawasan Nasional (Rakorwasnas ) 

yang diselenggarakan oleh Kementer ian D a l a m Negeri guna penyamaan 

persepsi mengenai keb i jakan pengawasan nas iona l , s inergi pengawasan 

nas iona l , dan mengurangi tumpang t ind ih pe l aksanaan pengawasan 

c. Koordinas i pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik m a u p u n laporan 

h a s i l pengawasan. 

d. Inspektorat Kota Pa langka R a y a h a r u s menggunakan pera turan-pera turan di 

bidang J a b a t a n Fungs iona l P2UPD yang d ike luarkan oleh Kementer ian D a l a m 

Negeri s e l aku Ins tans i Pembina J a b a t a n Fungs iona l P2UPD. 

I N S P E K T O R A T K O T A PALANGKA RAYA DAN K E M E N T E R I A N NEGARA 

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN R E F O R M A S I B I R O K R A S I 

a. Inspektorat Kota Pa langka R a y a wajib menggunakan keb i jakan dan pera turan-

pera turan di bidang pengawasan yang d ike lua rkan oleh Kementer ian Da lam 

Negeri, Kementer ian Pendayagunaan Apara tur Negara dan Reformasi B i r ok ras i 



dalam menen tukan a r a h keb i jakan dan program pengawasan Inspektorat Kota 

Pa langka Raya . 

b. Berpar t is ipas i da lam Rapat Koordinas i Pengawasan (Rakorwas) yang 

diselenggarakan oleh Kementer ian Da lam Negeri, Kementer ian Pendayagunaan 

Apara tur Negara dan Reformasi B i r ok ras i guna penyamaan persepsi mengenai 

keb i jakan pengawasan nas iona l , sinergi pengawasan nas iona l , dan mengurangi 

tumpang t indih pe l aksanaan pengawasan. 

c. Koordinas i pelaporan, ba ik yang bersifat laporan periodik m a u p u n laporan 

h a s i l pengawasan. 

I N S P E K T O R A T KOTA PALANGKA RAYA DAN BPKP 

1. Inspektorat Kota Pa langka R a y a menjadi m i t ra ker ja B P K P s e l aku Pembina 

Penyelenggaraan S P I P da lam rangka membangun dan men ingkatkan 

Pengendalian intern pemer intah yang mel iputi : 

a . penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SP IP ; 

b. sos ia l i sas i SP IP ; 

c. pendid ikan dan pelat ihan SP IP ; 

d. pembimbingan dan konsu l tans i SP IP ; d a n 

e. peningkatan kompetensi Audi tor/P2UPD aparat pengawasan intern 

pemerintah. 

f. pendampingan da lam pe laksanaan rev iu laporan keuangan pemer intah 

daerah dan Laporan Kiner ja Ins tans i Pemerintah 

g. pendampingan da lam pe laksanaan E v a l u a s i laporan K iner ja dan 

Penyelenggaraan SP IP . 

2. Inspektorat Kota Pa langka R a y a h a r u s menggunakan pera turan-pera turan di 

bidang J a b a t a n Fungs iona l Audi tor/P2UPD yang d ike lua rkan oleh B P K P s e l aku 

Ins tans i Pembina J a b a t a n Fungs iona l Audi tor/P2UPD 

I N S P E K T O R A T K O T A PALANGKA RAYA DAN APARAT PENGAWASAN E K S T E R N 

a. Inspektorat Kota Pa langka R a y a menjadi m i t ra pendamping bagi aparat 

pengawasan ekstern se lama pe l aksanaan penugasan, ba ik sebagai penyedia 

data/informasi m a u p u n sebagai m i t r a sa tuan ker ja pada saat pembahasan 

t emuan audit . 

b. Inspektorat Kota Pa langka R a y a dapat berkoordinasi dengan aparat 

pengawasan ekstern u n t u k mengurangi dup l ikas i dengan l ingkup penugasan 

Inspektorat AP IP Pusa t/Daerah . 

c. T i ndak lanjut dan s ta tus a tas setiap rekomendasi audi t yang d i sampa ikan 

aparat pengawasan ekstern m e r u p a k a n bahan pengawasan bagi Inspektorat 

Ko ta Pa langka R a y a terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi ins tans i . 

d. Inspektorat Kota Pa langka R a y a menyampa ikan laporan h a s i l pengawasan 

kepada B P K - R I sebagaimana d iwaj ibkan Undang-Undang Nomor 15 T a h u n 

2004 Tentang Pemer iksaan , Pengelolaan dan Tanggung J a w a b Keuangan 

Negara. 



INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA DAN APARAT P E N E G A K HUKUM 

Inspektorat Kota Pa langka R a y a menjadi m i t r a bagi aparat penegak h u k u m da lam 

rangka pemberantasan t indak p idana korups i dan t indak p idana l a innya yang 

me l ibatkan Apara tur S ip i l Negara di l ingkungan Pemer intah Kota Pa langka Raya . 

12. PENILAIAN B E R K A L A 

a. P imp inan Un i t AP IP secara berka la h a r u s meni la i apakah tu juan , wewenang, 

dan tanggung j awab yang didef inis ikan dalam Piagam i n i tetap memada i da lam 

kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapa i tu juannya . 

b. T i m Pengawasan Manajemen m e l a k u k a n eva luas i s ecara berka la (tr iwulan) 

terhadap kegiatan APIP Kota Pa langka R a y a dalam rangka pengendalian 

pengawasan atas pe laksanaan tugas APIP. 

c. H a s i l peni la ian secara berka la h a r u s d i laporkan kepada Wal ikota Pa langka 

Raya . 

13. PENUTUP 

Piagam Pengawasan Intern mu la i be r l aku sejak tanggal d i te tapkan d a n apab i la 

d iper lukan m a k a a k a n d i l a k u k a n pe rubahan dan/a tau penyempurnaan guna 

menjamin kese la rasan dengan prak t ik -p rak t ik terbaik di b idang pengawasan, 

pe rubahan l ingkungan organisasi , dan perkembangan p rak t ik -p rak t ik 

penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. 

D i te tapkan di Pa langka R a y a 

pada tanggal 20 Agustus 2018 

Mengetahui : D ibuat oleh: 

D i s a h k a n oleh: 


